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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hak untuk menentukan pilihan ialah suatu hak konstitusional 

setiap warga negara yang di akui sebagai bagian dari hak atas 

kedudukan yang sama sebanding pada aturan serta kedaulatan, 

sebagai halnya dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Menjadi 

prerogratif untuk menyamakan kedudukan dalam pemerintahan dan 

jaminan pelaksanaannya merupakan hak konstitusional dan diatur 

oleh hukum terkait. Pemilihan anggota legislatif, pemilihan 

presiden, wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah. Hakikat 

pemilu yang menjadi sarana dan ukuran terwujudnya suatu 

kedaulatan rakyat adalah mengakui adanya hak setiap orang 

memiliki hak serta berkesempatan untuk menentukan secara bebas 

pada proses pemilu.  

Namun demikian, banyak sekali peraturan perundang-undangan 

terkait dengan pemilu yang masih banyak mengatur aneka macam 

pembedaan serta restriksi (pembatasan) terkait dengan pelaksanaan 

hak pilih. Ia wajib memenuhi syarat-syarat pembedaan serta 

restriksi-restriksi yang ditetapkan oleh Undang-undang. Pengaturan 

diskriminasi serta restriksi akan mempengaruhi keberadaan 

masyarakat yang tak bisa menggunakan hak pilihnya.
1
Perlu adanya 
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suatu model penetapan pemilih yang benar-benar mencerminkan 

kedaulatan rakyat, sehingga dalam melakukan penetapan pemilih 

bukan menjadi wadah kesalahpahaman bagi masyarakat yang 

dianggap tidak diikut sertakan dalam pemilihan umum. 

Perkembangan politik serta ketatanegaraan di Indonesia 

menjadi topik pembicaraan yang begitu menarik dan fenomena 

menariknya yaitu terkait hak pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa 

(ODGJ). Orang dengan gangguan jiwa ialah yang sering dilupakan 

pada perkembangan demokrasi serta pembangunan demokrasi. 

Gangguan jiwa merupakan masalah global, disabilitas bukanlah hak 

istimewa bagi orang kaya atau miskin, dan juga mempengaruhi 

anak-anak, remaja, orangtua, pria atau wanita. Orang dengan 

gangguan jiwa merupakan suatu komponen masyarakat yang 

mengalami gangguan mental. Sejatinya, orang yang sakit jiwa bisa 

dijamin haknya, termasuk pada saat pesta demokrasi yaitu 

pemilihan umum. Pelaksanaan hak yang dijamin sudah menjadi 

perjuangan selama kurun waktu lama sudah diusahakan dari 

berbagai macam institusi serta kalangan warga, terpenting pada 

warga negara yang memiliki keanehan jasmani dan psikis. 

Pembelaan bermaksud untuk membantu penyelenggara pemilu 

merangkul hak-hak penyandang disabilitas mental.
2
 

Pada Undang-undang Pasal 13 Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

penyandang disabilitas Pasal 5 memiliki hak: (a) hidup; (b) bebas 
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dari stigma; (3) privasi; (4) keadilan dan perlindungan hukum; (e) 

pendidikan; (f) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; (g) 

kesehatan; (h) politik; (i) keagamaan; (j) keolahragaan; (k) 

kebudayaan dan pariwisata; (l) kesejahteraan sosial; (m) 

aksesibilitas; (n) pelayanan publik; (o) pelindungan dari bencana; (p) 

habilitasi dan rehablitasi; (q) konsesi.
3
   

Dalam peraturan perundang-undangan Pasal 13 Nomor 8 Tahun 

2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan bahwa tidak 

boleh adanya diskriminasi yang dialami para penyandang disabilitas, 

karena mereka mempunyai hak yang sama. Pengertian diskriminasi 

adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, 

atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau 

berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, atau 

pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Karena memang tidak 

boleh adanya diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas, 

karena para penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama 

seperti warga negara Republik Indonesia lainnya misalnya 

menjalankan hak politiknya. 

Selanjutnya, peraturan perundang-undangan Nomor 07 Tahun 

2017 tentang pemilihan umum, yang mengklaim terlaksananya 

harapan serta wujud kebangsaan yang tertuang pada UUD 1945 

penting dilaksanakan pemilihan umum untuk menentukan anggota 

DPR, anggota DPD, Presiden dan Wapres, serta untuk menentukan 

anggota DPRD, menjadi sarana pelaksanaan kewenangan warga 
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negara guna membuat wakil rakyat serta pemerintahan negara yang 

demokratis sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945. Kemudian 

Terdapat hak untuk memilih di pasal 198 tentang pemilu, 

menyebutkan bahwa (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari 

pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, 

sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. (2) 

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar 

pemilih. (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak 

politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memili.
4
 Pada UU 

Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilu, masuknya orang yang 

mengalami gangguan mental dan penyandang disabilitas tidak 

mengatur maupun membatasi untuk menentukan pilihan pada saat 

pemilihan umum.  

Kemudian dalam Fiqh Siyasah manusia pada kehidupan 

membutuhkan seorang pemimpin yang sanggup memecahkan 

bermacam-macam masalah yang dihadapinya. Di Islam, korelasi 

antara rakyat dengan pemimpin ialah satu individualitas yang tak 

bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, rakyat harus menentukan mereka 

yang mempunyai kemampuan serta kualifikasi untuk menjadi 

seorang pemimpin. Umat muslim memiliki hak untuk memilih, 

tetapi ketika menggunakan hak suaranya, mereka harus memenuhi 

persyaratan sebagai pemilih. Syarat yang diperlukan adalah hak 

untuk memilih dan berjanji setia kepada khalifah, baik laki-laki 

ataupun perempuan, dari semua muslim, usia dan akal, 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 26 rancangan konstitusi Negara 

Islam (Masyru Dustur).
5
 

Terdapat kaidah didalam Al-Qur’an bahwa berakal memenuhi 

standar menjadi pemilih termuat  pada QS. Az-Zumar ayat 18: 

ك  ىِٕ
ٰۤ
ُ وَاوُله ك الَّذِيْنَ هَدىهُم اللّهّ ىِٕ

ٰۤ
الَّذِينْيَسْتَمِعُوْن الْقَوْلَ فَ يَ تَّبِعُوْن اَحْسَنَه ۗ اوُله

 هُمْ اوُلُوا الْْلَْبَابِ 
Artinya : “(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu 

mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-

orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah 

orang-orang yang mempunyai akal sehat”. (QS. Az-Zumar :18).
6
 

Tentang syarat pemilih ketika menentukan imam di Islam. 

Menurut Imam Al-Mawardi, tuntutan amat fundamental (mendasar) 

bagi seseorang pemilih ialah (1) mempunyai integritas moral yang 

baik, serta (2) memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup 

tentang calon pemimpin yang hendak dipilihnya. Berdasarkan dua 

sifat tersebut, berharap pemimpin yang terpilih benar-benar dapat 

mengambil tanggung jawab untuk rakyat serta dapat memimpin 

dengan baik serta mereka dapat memastikan keselamatan dan 

kesejahteraan, baik fisik maupun mental.
7
 

Menurut aturan hukum di atas, orang yang mengalami 

gangguan mental mempunyai hak serta kesempatan yang sama 
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menjadi bagian dari warga negara Indonesia, namun dari sudut 

pandang hukum Islam, penyandang disabilitas mental tidak dapat 

memikul beban dan tanggung jawab dalam pemilu. karena pada 

hakikatnya memilih adalah hak yang harus dipertanggung jawabkan 

kepada bangsa, negara serta kepada Allah SWT. Seseorang dengan 

gangguan jiwa tidak dapat membuat pilihan karena dasar pilihannya 

tidak mencukupi. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

masalah yang menjadi faktor peneliti dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Peraturan Perundang-undangan Memperbolehkan 

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mempunyai Hak Pilih 

dalam Pemilihan Umum ? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Pilih Orang 

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Pemilihan Umum ? 

C. Fokus Penelitian 

Pada permasalahan diatas bahwasannya penulis membahas 

beberapa diantaranya, sehingga ruang lingkup pembahasan dalam 

penelitian ini tidak meluas. Oleh karena itu, fokus penelitian ini 

adalah mengkaji serta menelaah dan mencari data di KPU 

Kabupaten Serang tentang Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa 

(ODGJ) Dalam Pemilihan Umum dan melihat Tinjauan Fiqh 

Siyasah terhadap Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

dalam Pemilihan Umum.  
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian 

yang dikehendaki dalam penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang 

Memperbolehkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

mempunyai Hak Pilih dalam Pemilihan Umum. 

2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Hak Pilih 

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Pemilihan 

Umum. 

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan pengetahuan ilmiah dan diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan komparatif untuk penelitian 

selanjutnya di masa yang akan datang. 

b. Memberikan pembahasan tentang apa yang diharapkan 

dapat digunakan oleh almamater sebagai konsep 

pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang Hukum 

Tata Negara. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan ODGJ untuk hak 

pilih dalam pemilihan umum. 
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b. Menambah wawasan bagi penulis persepsi masyarakat 

tentang gangguan jiwa, sebagai bahan pertimbangan untuk 

penyempurnaan metode penelitian lanjutan, dan 

memberikan gambaran yang informatif bagi peneliti 

selanjutnya. 

c. Memberikan perspektif hak pilih kepada masyarakat, 

berdasarkan perspektif fiqh siyasah tentang orang dengan 

gangguan jiwa. 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Menelaah literatur pada penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk menghindari adanya 

kesamaan dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan 

setelah penulis meninjau beberapa penelitian.  

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No Nama 

Penulis/Judul/Perguruan 

Tinggi/Tahun 

Substansi 

Penelitian 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

1. Penelitian yang pertama 

temukan adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Rasyid 

rahmat yang berjudul “Hak 

Konstitusional bagi 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukan 

bahwa dalam 

skripsi 

Persamaan dalam 

penelitian ini 

adalah sama-

sama membahas 

hak pilih orang 

Perbedaannya 

penelitian ini 

yaitu berfokus 

pada hak pilih 

orang dengan 
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penyandang disabilitas 

mental dalam pemilihan 

umum Presiden dan Wakil 

Presiden”. Fakultas Syariah 

dan Hukum, Program Studi 

Ilmu Hukum, Universitas 

Islam Negeri syarif 

Hidayatullah Jakarta, 12 

November 2019.
8
 

tersebut 

menggambark

an kedudukan 

penyandang 

disabilitas 

mental atau 

orang dengan 

gangguan jiwa 

secara hukum 

dalam pemilu. 

dengan gangguan 

jiwa dalam 

pemilihan umum. 

gangguan jiwa 

yang ditinjau 

dari fiqh 

siyasahnya. 

2. Penelitian yang kedua 

temukan adalah penelitian 

yang dilakukan oleh 

Muhammad Renaldi yang 

berjudul “Ratio Decidendi 

Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor : 

135/PUU/XIII/2015 tentang 

hak memilih dalam pemilu 

bagi orang yang terkena 

gangguan jiwa perspektif 

fiqh siyasah”. Fakultas 

syariah, Program Studi 

Hukum Keluarga Islam, 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengkaji dan 

menganalisis 

secara 

mendalam 

mengenai 

pertimbangan 

hakim 

memutuskan 

MK Nomor : 

135/PUU-

XIII/2015. 

Persamaanndala

m penelitian ini 

adalah sama-

sama membahas 

hak pilih orang 

dengan gangguan 

jiwa dalam 

pemilihan umum. 

Perbedaannya 

penelitian ini 

yaitu berfokus 

pada hak pilih 

orang dengan 

gangguan jiwa 

yang ditinjau 

dari fiqh 

siyasahnya. 
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 Rasyid Rahmat, “Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Mental 
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Institut Agama Islam Negeri 

Palangka Raya, 23 Oktober 

2019.
9
 

3. Penelitian yang ketiga 

temukan adalah penelitian 

yang dilakukan oleh ketua 

Dr. Bayu Dwi Anggono, 

M.H. Anggota Dr. Agus 

Riewanto, S.H., M.H. Dr. 

Jimmy Z. Usufunan, S.H,. 

M.H. yang berjudul “Peran 

Progresif Mahkamah 

Konstitusi dalam 

melindungi hak pilih 

disabilitas mental kategori 

orang dengan gangguan 

jiwa dan pengaruhnya 

terhadap peningkatan 

partisipasi pemilih dalam 

pemilu (Studi putusan MK 

RI Nomor : 135/PUU-

XIII/2015) pusat pengkajian 

pancasila dan konstitusi 

(PUSKAPSI) Fakultas 

Penelitian ini 

untuk 

melakukan 

evaluasi 

terhadap 

peran MK RI 

melalui 

Putusan MK 

RI No. 

135/PUU-

XIII/2015 

yang dapat 

dikategorikan 

progresif 

dalam 

melindungi 

hak pilih 

ODGJ dalam 

pemilu. 

Persamaan dalam 

penelitian ini 

adalah sama-

sama membahas 

hak pilih orang 

dengan gangguan 

jiwa dalam 

pemilihan umum. 

Perbedaannya 

penelitian ini 

yaitu berfokus 

pada hak pilih 

orang dengan 

gangguan jiwa 

yang ditinjau 

dari fiqh 

siyasahnya. 
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 Muhammad Renaldi, “Ratio Decidenci Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor: 135/PUU-XIII/2015 tentang Hak Memilih dalam Pemilu bagi orang yang 

terkena gangguan jiwa perspektif Fiqh Siyasah,” (Skripsi Fakultas Syari’ah Institut 

Agama Islam Negeri Palangka raya, 2019), h.9. 
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Hukum Universitas Jember, 

29 Oktober 2019.
10

  

 

G. Kerangka Pemikiran 

Untuk dapat memahami skripsi ini yang berjudul 

“Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Hak Pilih Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Pemilihan Umum (Studi di 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang)” maka perlu 

dijelaskan beberapa penjelasan yang ada dalam skripsi ini, sebagai 

berikut: 

1) Pemilihan Umum 

Pemilihan umum yaitu proses dimana orang-orang dipilih 

untuk menjabat dalam pemerintahan. Pemilihan diadakan untuk 

menciptakan demokrasi, dan para pemimpin dipilih dengan suara 

terbanyak. Pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) yaitu 

sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia.
11

Pada saat 

pelaksanaan pemilu asas-asas yang digunakan diantaranya sebagai 

berikut :  
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 Anggono, Agus Riewanto, Jimmy Z. Usufunan, “Peran Progresif 

Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Mental kategori orang 

dengan gangguan jiwa dan pengaruhnya terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih 

dalam Pemilu (Studi putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015),” (Pusat pengkajian 

pancasila dan konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas, 2019), h.3. 
11

 M. Zainor Ridho, Pengantar Ilmu Politik (Oktober, 2015), h. 106. 
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a. Langsung  

Langsung, berarti hak pemilihan untuk memilih secara langsung 

pada pemilu atas kehendak bebas mereka sendiri, tanpa 

diwakili.  

b. Umum  

Secara umum, pemilu dilaksanakan secara terbuka untuk semua 

warga negara yang berhak tanpa diskriminasi tidak membeda-

bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, kelas, 

pekerjaan, wilayah atau status sosial lainnya. 

c. Bebas  

Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih 

dalam pemilihan umum bebas menentukan siapa saja yang akan 

dipilih untuk melaksanakan aspirasinya tanpa tekanan atau 

paksaan dari siapapun. 

d. Rahasia  

Kerahasian pemilih dijamin ketika membuat pilihan. Apa yang 

akan dipilih untuk memberikan suaranya pada surat suara tidak 

diketahui oleh orang lain.  

e. Jujur  

Semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

f. Adil  

Dalam penyelenggaraan pemilu, semua pemilih dan peserta 

pemilu diperlakukan sama dan tidak boleh ditipu oleh partai 

politik.  

Pada dasarnya tujuan diadakannya pemilihan umum adalah 

untuk: pertama, mekanisme pemilihan pemimpin pemerintahan dan 
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alternatif kebijakan publik yang sesuai dengan prinsip  demokrasi 

yang memandang bahwa rakyat sebagai kedaulatan. Dengan 

demikian, pemilu merupakan mekanisme pendelegasian atau 

penyerahan kedaulatan kepada orang atau pihak yang dipercaya. 

Kedua, pemilihan umum dapat dipandang sebagai mekanisme 

untuk mentransfer konflik kepentingan di masyarakat lokal ke 

badan perwakilan rakyat melalui wakil rakyat yang dipilih untuk 

menjamin integritas masyarakat atau partai poitik yang telah 

mendapatkan kursi. Ketiga, pemilihan umum yaitu sarana untuk 

menggalang atau menghimpun dukungan publik terhadap negara 

dan pemerintah dengan ikut serta dalam proses politik.
12

 

2) Hak pilih  

Hak pilih merupakan hak warga negara untuk ikut serta dalam 

pemilihan umum. Hak untuk memilih dan mencalonkan diri ialah 

hak konstitusional setiap warga negara yang diakui sebagai bagian 

dari hak atas persamanaan kedudukan dalam hukum dan 

pemerintahan. Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang 

sama (adil) untuk memilih secara bebas dalam proses pemilu.
13

 Hak 

suara  dalam pemilihan umum di Indonesia terdiri dari hak suara 

aktif dan hak suara pasif yang disebut juga dengan hak suara, serta 

mengacu pada semua warga negara Indonesia yang telah berumur 

17 tahun atau lebih sejak tanggal pemungutan suara atau sudah 

menikah. Hak pilih hanya dapat menggunakan hak tersebut jika 

                                                             
12

M. Zainor Ridho, pengantar ilmu... h. 106. 
13

 Khairul Fahmi, “Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu 

dan Pilkada”, Jurnal Konstitusi Vol. 14, No. 4 (Agustus-November, 2017) Fakultas 

Hukum Universitas Gadjah Mada, h. 757. 
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telah terdaftar sebagai pemilih.
14

 Seseorang yang telah mempunyai 

hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih harus memenuhi 

persyaratan: 

a) Tidak terganggu jiwa/ingatannya 

b) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Sedangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdaftar 

masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian diketahui 

bahwa mereka tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut dan tidak 

dapat menggunakan hak pilihnya. Kemudian, hak pilih pasif dan 

hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih serta duduk dalam badan 

perwakilan rakyat. Hak pilih merupakan hak untuk dipilih sebagai 

delegasi oleh setiap warga negara yang memenuhi persyaratan 

tertentu.  

3) Orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental 

Kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi dimana seseorang 

dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial untuk 

mewujudkan kemampuannya, mengatasi tekanan, bekerja secara 

produktif, juga berkontribusi pada kelompoknya.
15

 Menurut 

kementerian sosial dan rehabilitas sosial penyandang disabilitas 

Republik Indonesia, Orang Dengan Masalah Kejiwaan disebut 

dengan (ODMK) berisiko mengalami gangguan fisik, mental, 

sosial, tumbuh kembang serta peningkatan kualitas kehidupan. 

                                                             
14

 Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu 

Legislatif),  (Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2009), h. 168. 
15

 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1. 
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Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ialah orang yang 

mengalami gangguan dalam berpikir, berperilaku, serta emosi 

berupa sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang signifikan, 

dan dapat menyebabkan penderitaan serta gangguan hilangnya 

fungsi sebagai manusia.
16

 

4) Fiqh Siyasah  

Untuk memahami dengan tepat apa arti fiqh siyasah, untuk itu 

perlu menjelaskan arti setiap kata dalam bahasa dan istilah. Kata 

fiqh secara leksikografis (kamus) berarti mengetahui dan 

memahami, suatu istilah yang digunakan khususnya dalam bidang 

hukum Agama.
17

 Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. 

Secara bahasa fiqh berarti yaitu “pemahaman yang 

mendalam”menurut Imam Al-Tirmidzi yang dikutip oleh Amir 

Syarifuddin mengatakan bahwa “fiqh tentang sesuatu” yang berarti 

mengetahui hati seseorang secara mendalam.
18

 Dari pengertian 

tersebut dapat dipahami bahwa fiqh merupakan upaya ikhlas para 

mujtahid untuk mendalami hukum syara untuk diamalkan oleh 

umat Islam, fiqh juga dikenal sebagai hukum Islam. 

Kata “siyasah” dari kata sasa’ berarti pengaturan, administrasi, 

mengurus, juga pemerintahan, politik serta pembuatan kebijakan. 

Pengertian linguistik ini berarti bahwa tujuan dari siyasah yaitu 

                                                             
16

 Yazfinedi, “Konsep, Permasalahan, dan Solusi penyandang Disabilitas 

Mental di Indonesia,”  Quantum Vol. XIV No. 26 (Juli-Desember 2018) Sumatera, h. 

102. 
17

 Sayuti Pulungan, FIKIH SIYASAH Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 23. 
18

 Muhammad Iqbal, FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2014), h. 2. 
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untuk mengatur, mengurus, juga membuat kebijakan tentang 

sesuatu yang bersifat politis dalam rangka menghadapi 

sesuatu.
19

Sebagai ilmu ketatanegaraan Islam, fiqh siyasah berbicara 

tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa 

dasar kekuasaan, serta bagaimana menggunakan kekuasaan dalam 

menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, pelaksana 

kekuasaan bertanggung jawab atas kekuasaannya.
20

 Secara 

terminologis fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum menurut 

syara, yang mengakui tindakan yang dilakukan dalam dalil-dalil 

yang diambil atas dasar Al-Qur’an juga As-Sunnah atau hukum 

khusus.
21

 

Hal lain ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab 

Khallaf: objek pembahasan ilmu siyasah ialah pengaturan dan 

perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan, dari 

segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama juga yaitu realisasi 

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Dari 

gambaran diatas jelaslah bahwa fiqh siyasah merupakan bagian dari 

pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang 

berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.
22

 

Ruang lingkup Fiqh Siyasah dibagi menjadi 3 bagian: 

a. Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) 

                                                             
19

Muhammad Iqbal, kontekstualisasi doktrin... h. 3. 
20

 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin... Jilid II, h. 5. 
21

 Sayuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 21. 
22

 A. Djazuli, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syariah (Jakarta: PREMEDIA GROUP, 2018), cetakan ketujuh, h. 30. 
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b. Politik luar negeri (siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah) 

c. Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah).
23

 

Oleh karena itu, dalam pembahasan skripsi ini fiqh siyasah 

dusturiyyah akan menjadi acuan penulisan skripsi ini. Siyasah 

dusturiyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas 

hukum negara. Bagian ini juga membahas tentang konsep konstitusi 

(undang-undang dasar suatu negara dan sejarah lahirnya peraturan 

perundang-undangan suatu negara), peraturan perundang-undangan 

(cara membuat Undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura, 

terutama pilar-pilar penting peraturan perundang-undangan. Selain 

itu, penelitian ini membahas tentang konsep negara hukum di 

siyasah hubungan antara pemerintah juga warga negara, serta hak 

warga negara untuk dilindungi.
24

 

Masalah fiqh siyasah dusturiyyah merupakan hubungan antara 

pemimpin di satu pihak dengan rakyat juga lembaga yang ada di 

masyarakat di lain pihak. Tentu saja cakupan pembahasannya 

sangatlah luas. Oleh sebab itu, dalam fiqh siyasah dusturiyyah 

biasanya hanya sebatas membahas peraturan dan undang-undang 

yang diperlukan oleh urusan negara dalam hal sesuai dengan 

prinsip-prinsip agama, mewujudkan kepentingan manusia dan 

memenuhi kebutuhan.
25

 

                                                             
23

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta : PREMEDIA GROUP, 2014), h. 15. 
24

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah... jilid 49, h. 177. 
25

  A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam 

Rambu-rambu Syariah (Jakarta: PREMEDIA GROUP, 2004), cetakan ketujuh, h. 47. 
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Pada kajian fiqh siyasah, kekuasaan legislasi atau legislatif 

disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri’iyah, yaitu kekuasaan 

pemerintahan Islam untuk membuat dan menetapkan undang-

undang. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak memutuskan 

hukum apa yang berlaku bagi umat Islam. Dalam wacana fiqh 

siyasah, istilah al-sulthah al-tasyri’iyah digunakan untuk menyebut 

salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam yang 

mengatur masalah negara, selain kekuasaan eksekutif (al-sulthah 

al-tanfidziyah). Kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadha’iyah). 

Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyri’iyah) 

berarti dalam Islam kekuasaan  pemerintah Islam untuk menetapkan 

undang-undang yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh 

rakyat menurut ketentuan yang diturunkan Allah SWT dalam 

syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislatif dalam Islam 

meliputi: 

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan 

hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam 

b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya 

c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan 

nilai-nilai dasar syariat Islam. 

Dengan kata lain, dalam al-sulthah al-tasyri’iyah pemerintah 

menjalankan tugas siyasah syar’iyahnya untuk membentuk suatu 
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hukum-hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam 

untuk kemaslahatan umat Islam sesuai dengan ruh ajaran Islam.
26

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, 

penelitian ini lebih memuat kepada kejelasan peneliti serta 

menekankan terhadap aspek analisa kajian, terutama dalam 

mencari informasi dan data yang memiliki hubungan dengan 

obyek penelitian. Tipe penelitian ini yaitu terjun ke lapangan, 

dengan mempelajari suatu proses atas penemuan yang terjadi 

dengan cara menganalisis, mencatat, menafsirkan dan 

melapokan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses 

penelitian tersebut. 

2. Metode pendekatan, peneliti menggunakan pendekatan 

kepustakaan (Library Reseach) atau tinjauan pustaka, 

maksudnya yaitu merujuk suatu buku atau sumber data lain 

yang sesuai dengan pokok bahasan. Penelitian kualitatif 

merupakan suatu strategi yang menekankan pencarian makna, 

pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun 

deskripsi tentang suatu fenomena, fokus, dan multimetode, 

bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, 

menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. 

Dari sisi lain, secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan 

penelitian kualitatif adalah menerapkan prosedur ilmiah secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

                                                             
26

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: PREMEDIA GROUP, 2014),  h. 187-188. 
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menemukan jawaban atas suatu fenomena atau pertanyaan. 

Pengumpulan data yang dibutuhkan dari buku-buku, dan 

berbagai sumber referensi lainnya. 

3. Penentuan data dan sumber data, peneliti menggunakan data 

primer (utama) dan data sekunder (pendukung) data yang 

diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, Undang-

undang, serta lainnya yang ada relefansinya dengan masalah 

yang sedang diteliti. 

4. Teknik analisa data dilakukan dengan cara :  

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan, melihat, penginderaan, kemudian 

memahami. Peneliti memperoleh data dengan cara 

datang langsung ke tempat penelitian dan mewancarai 

Kasubag perencanaan data, dan informasi yaitu bapak 

Chotibul Umam anggota Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kabupaten Serang.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses percakapan tanya jawab 

dengan maksud tertentu serta dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau 

lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung. 

Adapun yang diwawancarai atau dimintakan sumber 

adalah bapak Chotibul Umam anggota KPU di 

Kabupaten Serang. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal yang 

berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen dan 

sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan 

data dan arsip-arsip serta dokumentasi maupun 

keterangan yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti 

mencari data mengenai orang dengan gangguan jiwa 

(odgj) yang terdaftar dalam pemilih tetap atau 

diberikannya kesempatan memilih pada saat pemilihan 

umum. 

I. Sistematika Pembahasan 

1. BAB I Pendahuluan terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Fokus 

Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang 

Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika 

Pembahasan.  

2. BAB II membahas tentang Kondisi Obyektif KPU Kabupaten 

Serang yang berisikan mengenai, Gambaran Umum Komisi 

Pemiihan Umum (KPU) Kabupaten Serang terdiri dari, Sejarah 

singkat KPU Kabupaten Serang, Visi dan Misi KPU Kabupaten 

Serang, Struktur Organisasi KPU Kabupaten Serang, Tugas, 

Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Serang. 

3. BAB III membahas tentang Landasan Teori yang berisikan 

mengenai, Tinjauan Umum tentang Orang Dengan Gangguan 

Jiwa (ODGJ) yang terdiri dari, Pengertian ODGJ, Jenis 

Disabilitas Mental, ODGJ Menurut Peraturan Perundang-
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undangan, ODGJ Menurut Fiqh Siyasah. Kemudian Hak Pilih 

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Pemilihan Umum 

yang tediri dari, Pengertian Hak Pilih, Jenis Hak Pilih, Hak Pilih 

Orang Dengan Gangguan Jiwa dalam Undang-undang Nomor 

07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Hak Pilih Menurut 

Fiqh Siyasah, Pengertian Pemilihan Umum, Pemilihan Umum 

Menurut Fiqh Siyasah  

4. Bab IV membahas mengenai hasil analisis Tinjauan Fiqh 

Siyasah terhadap Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa 

(ODGJ) dalam Pemilihan Umum berisikan, Hasil Analisis 

Peraturan perundang-undangan yang  memperbolehkan Orang 

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mempunyai Hak Pilih dalam 

Pemilihan Umum, dan Hasil Analisis Tinjauan Fiqh Siyasah 

terhadap Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

dalam Pemilihan Umum. 

5. BAB V Penutup terdiri Kesimpulan dan Saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


